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ABSTRAK 
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa  Dasar atau alasan dilakukan perjanjian 
pengikatan jual beli tanah di hadapan Notaris  adalah untuk menjembatani sebelum 
jual beli dilakukan dihadapan PPAT, Supaya dikemudian hari para pihak baik penjual 
maupun pembeli tidak dapat memungkirinya, bahwa penjual telah menjual dan 
menyerahkan obyek tersebut kepada pembeli, dan terhitung tanggal hari itu juga yang 
diperjual belikan berpindah tangan kepada pembeli. Dengan dibuatnya perjanjian 
pengikatan jual beli dan kuasa maka penjual tidak boleh menjual, memindahkan atau 
mengadakan transaksi apapun atas obyek tersebut kepada orang atau pihak lain dan 
untuk pembeli haknya pembeli sudah ada dan dapat terlindungi, tinggal menunggu 
proses pemecahan selesai dan setelah itu diproses balik nama keatas nama diri sendiri 
(pembeli). Perjanjian tersebut tidak berakhir karena salah satu pihak baik penjual 
maupun pembeli meninggal dunia, tetapi temurun ke akhli warisnya atau yang 
mendapatkan hak dari padanya. 
Pelaksanaan perjanjian pengikuatan jual beli tanah di hadapan Notaris adalah mereka 
para pihak yang bersangkutan melakukan kesepakatan perjanjian, dimana telah 
dibuatkan suatu perikatan jual beli tanah yang terkandung didalamnya antara pihak 
penjual dan pembeli menyepakati isi dalam perjanjian perikatan jual beli tanah dan 
disaksikan serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang 
selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kekuatan hukum dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah di hadapan Notaris  
adalah kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang 
dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat 
kuat, karena akta tersebut merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, 
pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dalam perjanjian pengikatan jual 
beli bukanlah termasuk ke dalam kuasa mutlak yang dilarang oleh Intruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak 
Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, sehingga status hukumnya sah-sah saja untuk 
dilakukan. 
 
Kata Kunci: Sengketa, perjanjian, pengikatan, jual beli, tanah   
 
ABSTRACT 
The result of the research and discussion that the basis or reason of the 
agreement of binding of sale and purchase of land in the presence of Notary is to 
bridge before the sale is done in front of PPAT, So that in the future the parties 
both the seller and the buyer can not memungkirinya, that the seller has sold and 
handed the object to the buyer , And as of the same date it is traded to the buyer. 
With the agreement of the sale and purchase binding and the power of attorney, 
the seller shall not sell, transfer or otherwise make any transaction on the object 
to any other person or party and for the buyer the buyer's right is present and can 
be protected, just waiting for the solving process to be completed and afterwards 
processed backwards Name yourself (buyer). The agreement does not expire 
 2 
 
because one of the parties either the seller or the buyer dies, but has passed on to 
his heirs or who has obtained the right from him.  
The execution of land purchase agreement in the presence of Notary is that the 
parties concerned have entered into a contract agreement, whereby a contract of 
sale and purchase of the land contained therein has been made between the seller 
and the buyer agreeing the contents of the land sale agreement and witnessed and 
signed by the Creator Official Deed of Land (PPAT), which is further processed 
in accordance with the prevailing laws and regulations. 
The legal force in the agreement to bind the sale of land in the presence of a 
Notary is the legal force of the deed of binding agreement of sale and purchase of 
land rights made by Notary in the execution of the Deed of Sale is very strong, 
because the deed is a notary certificate that is authentic deed, Irrevocable in the 
sale and purchase binding agreement shall not be included in the absolute power 
prohibited by the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 
concerning the Prohibition on the Use of Absolute Power as the Transfer of 
Rights to Land, so that the legal status is legitimate to do. 
 
Keywords: Dispute, agreement, binding, buying and selling, land 
  
1. PENDAHULUAN  
Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada 
pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan demikian meninggalnya 
pemilik tanah, maka Hak Miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya 
sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.  
Perjanjian pengikatan jual beli lahir sebagai akibat terhambatnya atau 
terdapatnya persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berkaitan 
dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya dapat menghambat penyelesaian 
transaksi dalam jual beli hak atas tanah. Persyaratan dalam perundang-undangan 
yang ada, sehingga menimbulkan kesepakatan para pihak yang akan melakukan 
jual beli hak atas tanah. Persyaratan dari undang-undang, seperti  jual beli harus 
telah lunas baru Akta Jual Beli (AJB) dapat ditandatangani. Pada umumnya 
persyaratan yang sering timbul adalah persyaratan yang lahir dari kesepakatan 
para pihak yang akan melakukan jual beli, misalnya pada waktu akan melakukan 
jual beli, pihak pembeli menginginkan adanya sertipikat hak atas tanah yang akan 
dibelinya sedangkan hak atas tanah yang akan dijual belum mempunyai sertipikat, 
dan di sisi lain misalnya, pihak pembeli belum mampu untuk membayar semua 
harga hak atas tanah secara lunas, sehingga baru dibayar setengah dari harga yang 
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disepakati. Rumusan penelitain ini  sebagai berikut: 1) Apa dasar atau alasan 
dilakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah di hadapan Notaris – PPAT? 2) 
Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli tanah di hadapan 
Notaris – PPAT? 3) Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual 
beli tanah di hadapan Notaris –PPAT? Berdasarkan atas latar belakang masalah 
dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai 
berikut:  1) Untuk menjelaskan dasar atau alasan dilakukan perjanjian pengikatan 
jual beli tanah di hadapan Notaris – PPAT. 2) Untuk menjelaskan dan 
menganalisis pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli tanah di hadapan Notaris 
– PPAT 3) Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli 
tanah di hadapan Notaris – PPAT. Setiap penelitian juga tidak lepas dari manfaat 
apa yang akan diperoleh dari penelitian kali ini sebagai berikut: 1) Bagi 
Mahasiswa yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi penulis 
dalam memahami mengenai perjanjian pengikatan jual beli tanah. 2) Bagi  
Masyarakat adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi 
masyarakat mengenai peraturan perjanjian pengikatan jual beli tanah. 3) Bagi 
Ilmu Pengetahuan yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya hukum perdata lebih khusus 
lagi perjanjian pengikatan jual beli tanah. 
 
2. METODE  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum 
sosiologis-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mempelajari serta 
meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, 
studi hukum sebagai law in action merupakan studi ilmu sosial dan non doktrinal 
serta bersifat empiris. Jenis penelitian deskriptif. Dikatakan deskriptif, karena 
penelitian ini hendak mengungkap perjanjian pengikatan jual beli tanah di Notaris 
PPAT Surakarta pada saat sekarang. Orientasi pengkajiannya  melihat dan 
mempertimbangkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. 





3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Dasar atau alasan dilakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah di 
hadapan Notaris  
Perjanjian pengikatan jual beli yang merupakan perjanjian pendahuluan untuk 
lahirnya perjanjian pokok/utama biasanya adalah berupa janji-janji dari para pihak 
yang mengandung ketentuan tentang syarat-syarat yang disepakati untuk sahnya 
melakukan perjanjian utamanya. Misalnya dalam perjanjian pengikatan jual beli 
hak atas tanah, dalam perjanjian pengikatan jual belinya biasanya berisi janji-janji 
baik dari pihak penjual hak atas tanah maupun pihak pembelinya tentang 
pemenuhan terhadap syarat-syarat dalam perjanjian jual beli agar perjanjian 
utamanya yaitu perjanjian jual beli dan akta jual beli dapat ditanda tangani di 
hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) seperti janji untuk melakukan 
pengurusan sertifikat tanah sebelum jual beli dilakukan sebagiman diminta pihak 
pembeli, atau janji untuk segera melakukan pembayaran oleh pembeli sebagai 
syarat dari penjual sehingga akta jual beli dapat di tandatangani di hadapan 
pejabat pembuat akta tanah (PPAT). 
Dasar atau alasan dilakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah di hadapan 
Notaris – PPAT Surakarta adalah Secara yuridis dasar atau alasan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli di hadapan 
Notaris – PPAT Surakarta. dengan peraturan perundang-undangan tersebut 
menjadi payung hukum dari kenyataan yang ada dilapangan tersebut.  
Perjanjian pengikatan jual beli tanah di hadapan Notaris – PPAT sesuai dalam 
Pasal 1457 KUHPerdata yaitu jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak 
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain 
untuk membayar harga yang dijanjikan. Menurut Subekti, jual beli adalah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 
hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 
dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan 
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atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang 
dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. 
Menurut Pasal 1491 KUHPerdata, “Penanggungan yang menjadi kewajiban 
penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin 2 hal yaitu: pertama, 
penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram; kedua tidak adanya 
cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga 
menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.” 
Berdasarkan uraian tersebut dasar atau alasan dilakukan pengikatan perjanjian 
jual beli tanah di hadapan Notaris-PPAT secara teori yang dijelaskan pada bab 
sebelumnya  yaitu menurut Urip Santoso, bahwa perbuatan hukum jual beli atas 
tanah dan bangunan hak milik atas tanah yang dilakukan dengan perjanjian jual 
beli dihadapan Notaris yang kemudian apabila syarat terang dan tunainya 
dipenuhi maka dilanjutkan dengan penandatanganan akta jual beli yang dibuat 
dihadapan PPAT sekaligus juga merupakan penyerahan hak milik atas tanah dari 
penjual kepada pembeli.Berpindahnya hak milik atas tanah ini harus didaftarkan 
ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah 
dan dilakukan perubahan nama dalam sertifikat dari pemilik tanah yang lama 
kepada pemilik tanah yang baru. 
Dengan demikian peralihan hak milik atas tanah tidak dapat dilakukan begitu 
saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah diterapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perbuatan hukum jual beli selesai atau tuntas pada saat 
penjual menerima pembayaran dan bersamaan dengan itu menyerahkan barang 
yang dijualnya kepada pembeli. 
3.2 Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di NOtaris-PPAT 
Surakarta  
Pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli tanah diatur Pasal 1313 
KUHPerdata yang disebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya”.  
Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi : untuk sahnya sebuah 
perjanjian diperlukan empat syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 
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kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang 
halal.  
Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau 
dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian 
dianggap tidak pernah ada.Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para 
pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif 
karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, 
sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, 
dinamakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.  
Sebagai subyek dan obyek dalam perjanjian jual beli  adalah pihak-pihak yang 
mengadakan perjanjian jual-beli itu, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. 
Adapun pihak penjual dan pembeli dalam perjanjian jual-beli tersebut dapat terdiri 
dari :  
a. Orang yang secara pribadi melakukan perjanjian tersebut.  
b. Badan hukum yaitu sekelompok yang terdiri dari beberapa orang yang 
secara bersama-sama melakukan perjanjian jual beli.  
Obyek dari jual beli adalah barang atau benda yang dapat diperjualbelikan 
dapat dibagi menjadi barang bergerak dan tidak bergerak (tetap), barang yang 
diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Barang atau hak yang dapat dimiliki. Ini tidak berarti bahwa yang 
diperjualbelikan hanya barang/hak yang dapat dimiliki saja, tetapi hak atas 
suatu barang yang bukan hak milikpun dapat diperjualbelikan. Misalnya 
adalah hak guna bangunan. 
b. Barang atau benda berada dalam perdagangannya. Barang yang 
dipergunakan dalam kepentingan umum adalah bukan barang dalam 
perdagangan, tapi barang diluar perdagangan. Sehingga tidak dapat 
diperjualbelikan, misalnya jalan, lapangan terbang. 
c. Barang tertentu, yang dimaksud barang tertentu paling sedikit dapat 
ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdata). Menurut pasal 1334 
KUHPerdata barang-barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari 
dapat menjadi obyek persetujuan jual beli. 
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Perjanjian jual beli bersifat obligator yaitu hanya melahirkan kewajiban untuk 
menyerahkan barangnya bagi penjual dan kewajiban untuk membayar harga bagi 
pembeli. Jual Beli Tanah 
Sesuai dengan teori yang telah disajikan pada bab sebelunya bahwa 
pelaksanaan pengikatan perjanjian jual beli tanah di hadapan Notaris-PPAT secara 
materiil setelah semua persyaratan materiil telah dipenuhi maka Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) akan membuat Akta Jual Beli. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang memuat,  
“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan 
dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 
hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta 
yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”.  
 
Hal ini sesuai pendapat Bachtiar Effenti jual beli yang dilakukan tanpa 
dihadapan PPAT tetap dianggap sah karena UUPA berlandaskan pada Hukum 
Adat (Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam hukum adat yang dipakai adalah sistem 
yang konkrit/kontan/nyata/riil. Dengan demikian, untuk mewujudkan adanya 
suatu kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah , PP Nomor 24 
Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa 
setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan 
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.
1
 
Berdasarkan UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam pasal 26 yaitu 
yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah.Dalam pasal-pasal lainnya tidak 
ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan.  Apa 
yang dimaksud dengan jual beli itu sendiri oleh UUPA tidak diterangkan secara 
jelas, akan tetapi mengingat dalam pasal 5 UUPA tersebut adalah hukum adat. 
Berarti kita menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga hukum, dan sistem hukum 
adat.Maka pengertian jual beli menurut huukum tanah nasional adalah pengertian 
jual beli tanah menurut hukum adat.Hukum adat yang dimaksud asdalah pasal 5 
                                                 
1
Bachtiar Effendi, 1993, Op.Cit, hlm.23. 
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UUPA tersebut adalah hukum adat yang telah disempurnakan / hukum adat yang 
telah dihilangkan kedaerahannya dan diberi sifat nasional. 
Dengan demikian proses pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah mereka para pihak yang bersangkutan 
melakukan kesepakatan perjanjian, dimana telah dibuatkan suatu perikatan jual 
beli tanah yang terkandung di dalamnya antara pihak penjual dan pembeli 
menyepakati isi dalam perjanjian perikatan jual beli tanah dan disaksikan serta 
ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang selanjutnya 
diproses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. 
3.3 Kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli tanah di Notaris –PPAT 
Surakarta  
Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang 
dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah 
sangat kuat. Hal ini karena pada Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat 
dihadapan notaris maka aktanya telah menjadi akta notaril sehinga merupakan 
akta otentik, sedangkan untuk yang dibuat tidak dihadapan notaris maka menjadi 
akta dibawah tangan yang pembuktiannya berada dibawah akta otentik, walaupun 
dalam Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memang disebutkan 
bahwa akta dibawah tangan dapat mempunyai pembuktian yang sempurna seperti 
akta otentik apabila tanda tangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang 
menanda tanganinya. 
Dijelaskan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menunjuk 
kembali Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan 
bahwa akta dibawah tangan dapatlah menjadi seperti akta otentik namun tidak 
memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didadalamnya, karena 
akan dianggap sebagai penuturan belaka selain sekedar apa yang dituturkan itu 
ada hubungan langsung dengan pokok isi akta. 
Jadi kekuatan hukum yang ada di perjanjian pengikatan jual-beli hanyalah 
tergantung dimana perjanjian pengikatan jual-beli dibuat, jika bukan dihadapan 
pejabat umum (notaris) maka menjadi akta dibawah tangan sedangkan jika dibuat 
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oleh atau dihadapan pejabat umum maka akta tersebut menjadi akta notariil yang 
bersifat akta otentik. 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Dasar atau alasan dilakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah di hadapan 
Notaris  adalah untuk menjembatani sebelum jual beli dilakukan dihadapan PPAT, 
Supaya dikemudian hari para pihak baik penjual maupun pembeli tidak dapat 
memungkirinya, bahwa penjual telah menjual dan menyerahkan obyek tersebut 
kepada pembeli, dan terhitung tanggal hari itu juga yang diperjual belikan berpindah 
tangan kepada pembeli. Dengan dibuatnya perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa 
maka penjual tidak boleh menjual, memindahkan atau mengadakan transaksi apapun 
atas obyek tersebut kepada orang atau pihak lain dan untuk pembeli haknya pembeli 
sudah ada dan dapat terlindungi, tinggal menunggu proses pemecahan selesai dan 
setelah itu diproses balik nama keatas nama diri sendiri (pembeli).  
Pelaksanaan perjanjian pengikuatan jual beli tanah di hadapan Notaris adalah 
mereka para pihak yang bersangkutan melakukan kesepakatan perjanjian, dimana 
telah dibuatkan suatu perikatan jual beli tanah yang terkandung didalamnya antara 
pihak penjual dan pembeli menyepakati isi dalam perjanjian perikatan jual beli tanah 
dan disaksikan serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang 
selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kekuatan hukum dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah di hadapan Notaris  
adalah kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang 
dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat 
kuat, karena akta tersebut merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, 
pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dalam perjanjian pengikatan jual 
beli bukanlah termasuk ke dalam kuasa mutlak yang dilarang oleh Intruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak 






4.2 Saran  
1. Kepada masyarakat agar mempersiapkan apa saja yang diperlukan dalam 
melaksanakan perjanjian jual beli tanah 
2. Sebaiknya mengenai pengikatan jual beli diatur lebih lanjut dalam peraturan 
perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan masalah tanah, 
sehingga para pihak yang memakai pengikatan jual beli sebagai perjanjian 
pendahuluan dalam jual beli hak atas tanah lebih terlindungi dengan baik. 
3. Dan untuk para Notaris dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Belinya harus 
secara tegas menuliskan dalam pasal-pasalnya tentang klausul mengenai 
perjanjian pengikatan jual beli tanah sehingga para pihak baik penjual 
maupun pembeli memperoleh kekuatan hukum. 
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